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PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 440/KEP/018/11/2022

TENTANG
FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
di wilayah kerja, setiap pelaksana kegiatan, koordinator
pelayanan, dan penanggung jawab upaya kesehatan
masyarakat puskesmas wajib memfasilitasi kegiatan yang
berwawasan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf (a) maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Fasilitasi
Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015
Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015
tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan

Penyakit;




Menetapkan
KESATU

KEDUA

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan

Keluarga;

9. Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen
Puskesmas;

10. Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar
Pada SPM Bidang Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

12. Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

13. Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sektor Kesehatan;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021

Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa
Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa
Sesudah  Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan

Pelayanan Kesehatan Seksual

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II TENTANG  FASILITASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Pemberdayaan  masyarakat bidang kesehatan, yang
selanjutnya disebut Pemberdayaan Masyarakat adalah proses
untuk  meningkatkan  pengetahuan, kesadaran dan
kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk
berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan
dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui
pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan

kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat.




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Strategi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diktum
KESATU meliputi:

a.

peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat
dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan
yang dihadapi;

peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakan
masyarakat;

pengembangan dan pengorganisasian masyarakat;
penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku
kepentingan;

peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor,
lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan
swasta,;

peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya
berbasis kearifan lokal; dan

pengintegrasian program, kegiatan, dan/atau kelembagaan
Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada sesuai dengan

kebutuhan dan kesepakatan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana
diktum KESATU dilakukan dengan tahapan:
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pengenalan kondisi desa/kelurahan;

survei mawas diri;

musyawarah di desa/kelurahan;

perencanaan partisipatif;

pelaksanaan kegiatan;

pembinaan kelestarian; dan

pengintegrasian program, kegiatan, dan/atau kelembagaan
Pemberdayaan  Masyarakat yang sudah ada sesuai

dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan pada kegiatan

pelayanan kesehatan meliputi:

a.

b.

kesehatan ibu, bayi dan balita;

kesehatan anak usia sekolah dan remaja;




KEENAM

KETUJUH

kesehatan usia produktif;

e

kesehatan lanjut usia;
kesehatan kerja;
perbaikan gizi masyarakat;

penyehatan lingkungan;

5w om0

. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
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.

kesehatan tradisional;

j. kesehatan jiwa;

k. kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan; dan

1. kegiatan peningkatan kesehatan lainnya yang dibutuhkan

oleh masyarakat setempat.

Bentuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan upaya
kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) seperti
posyandu, posbindu PTM, posyandu Lansia, komunitas
peduli kesehatan remaja, komunitas peduli HIV/AIDS, peduli
TB, komunitas peduli kesehatan ibu dan anak, dan
seterusnya dan/atau melalui kegiatan di tatanan-tatanan
seperti sekolah, pesantren, pasar, tempat ibadah, dan lain-

lain;

Fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

Puskesmas berupa :

a. melaksanakan advokasi  dan sosialisasi  kepada
masyarakat, pemangku kepentingan, dan mitra terkait
untuk mendukung pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat;

b. melakukan pendampingan dan pembinaan teknis dalam
tahapan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat;

c. melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pemangku
kepentingan di wilayah kerja Puskesmas dalam
pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;

d. membangun kemitraan dengan organisasi
kemasyarakatan dan swasta di wilayah kerja Puskesmas
dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

e. mengembangkan media komunikasi, informasi, dan




KEDELAPAN

KESEMBILAN

edukasi kesehatan terkait Pemberdayaan Masyarakat
dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya berbasis
kearifan lokal;

melakukan peningkatan kapasitas tenaga pendamping

Pemberdayaan Masyarakat dan kader;

. melakukan dan memfasilitasi edukasi kesehatan kepada

masyarakat;

. menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam

kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

melakukan pencatatan dan  pelaporan pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan dan
kabupaten/kota secara berkala;

melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah

kerja Puskesmas secara berkala

Semua pembiayaan yang berkaitan dengan Keputusan ini
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja

puskesmas yang sah;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 24 Februari 2022

KEPALA

HATAN MASYARAKAT
L




